
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.972, 2018 KPU. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu 

Anggota DPD. 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG 

PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan 

tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah 

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu mengubah 

ketentuan dalam pencalonan perseorangan peserta 

Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

515); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN 

PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN DAERAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh dan Lampiran 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 515), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 60 diubah dan Pasal 60 

huruf u dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 60 

(1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal 

calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD 

setelah memenuhi persyaratan: 

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 

(dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung 

sejak penetapan DCT Anggota DPD; 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

d. dapat berbicara, membaca. dan/atau menulis 

dalam bahasa Indonesia; 

e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah 

menengah atas, madrasah aliyah, sekolah 

menengah kejuruan, madrasah aliyah 

kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; 

f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap; 

h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di 

dalam penjara meliputi: 

1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa 

levis); atau 

2. terpidana karena alasan politik, 

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan 

kepada publik bahwa yang bersangkutan 

sedang menjalani pidana tidak di dalam 

penjara; 
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i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai 

menjalani masa pemidanaannya, secara 

kumulatif, wajib memenuhi syarat secara 

terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik; 

j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, 

kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi; 

k. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan 

zat adiktif; 

l. terdaftar sebagai Pemilih; 

m. bersedia bekerja penuh waktu; 

n. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, 

wakil kepala daerah, Kepala Desa dan 

Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan 

pengawas dan karyawan pada Badan Usaha 

Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik 

Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, 

atau badan lain yang anggarannya bersumber 

dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan 

surat pengunduran diri yang tidak dapat 

ditarik kembali; 

o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara 

Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia 

pengawas yang dinyatakan dengan surat 

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik 

kembali; 

p. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan 

publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan 

pekerjaan penyedia barang dan jasa yang 

berhubungan dengan keuangan negara serta 

pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik 

kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak 

sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan 

sebagai pejabat negara lainnya, direksi, 

komisaris, dewan pengawas dan karyawan 

pada badan usaha milik negara dan/atau 

badan usaha milik daerah serta badan lain 

yang anggarannya bersumber dari keuangan 

negara; 

r. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga 

perwakilan; 

s. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah 

pemilihan; 

t. mendapat  dukungan minimal dari Pemilih di 

daerah pemilihan yang bersangkutan; dan 

u. dihapus. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk 

membatasi hak politik warga negara penyandang 

disabilitas yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan tugasnya sebagai anggota DPD. 

(3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan 

kesehatan. 

 

2. Ketentuan Pasal 65 ayat (4) b dan ayat (5) huruf c dan 

huruf d dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 65 

(1) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota 

DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai 

berikut: 

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh 

bakal calon perseorangan Peserta Pemilu 

Anggota DPD menggunakan formulir Model B-

DPD; 

b. berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi 

Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota 
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